PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24 TAHUN
2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa untuk menjaga keberlangsungan pemberian
pelayanan kepada pengguna layanan jasa operasi
modifikasi cuaca dan jasa operasi modifikasi cuaca
berbasis wahana penyemai awan dari darat serta
menciptakan kesempatan berusaha kepada masyarakat
untuk memberikan jasa modifikasi cuaca, perlu disusun
peraturan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun
2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku
pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika belum
mengatur perpanjangan waktu pemberian layanan jasa
operasi modifikasi cuaca dan jasa operasi modifikasi cuaca
berbasis wahana penyemai awan dari darat, sehingga
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif,
Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan,
dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24
Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku
pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata
Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian
Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7140);

4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 1208);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2025
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 206);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24 TAHUN
2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG
BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA.

Pasal I
Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
24 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 206) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
dari jasa operasi modifikasi cuaca dan jasa operasi
modifikasi cuaca berbasis wahana penyemai awan dari
darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf
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a dan huruf d, dikenakan kepada Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara/daerah,
perusahaan swasta, atau perseorangan.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
untuk pengguna layanan yang berasal dari badan usaha
milik  negara/daerah, perusahaan swasta, atau
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

E Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

[=] 3.3 (=]

PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR  g11
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		2026-09-02T03:02:10+0000


		2026-08-04T16:43:48+0700


		2026-08-04T16:44:03+0700


		2026-08-04T22:22:51+0700




